







A. Kesimpulan  
Berdasarkan analisis dari hasil penelitian yang dilakukan oleh 
penulis di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sleman, maka dapat 
disimpulkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan proses diversi tidak 
berhasil, yaitu: 
a. Faktor dari Hakim Pengadilan Negeri Sleman karena Hakim belum 
menjadi mediator yang baik dan terkadang memprovokasi para pihak 
dan dalam hal berkomunikasi membuat para pihak tidak mau 
melakukan proses diversi. 
b. Faktor dari para pihak, yaitu tidak ada keinginan dari pihak korban 
untuk melakukan diversi karena perbuatan pelaku di rasa sudah 
kelewat batas. Perbutan pelaku kelewat batas karena telah membuat 
kerugian secara materiil dan imateriil. Kerugian materiil yang di 
maksud adalah biaya-biaya yang dikeluarkan untuk berobat apabila 
terjadi luka-luka dan kerugian imateriil yaitu berdampak pada psikis 
anak yang menjadi korban seperti tidak mau bersosialisasi dengan 
lingkungan sekitar, takut keluar rumah, dan trauma.  
B. Saran  
Setelah menyampaikan kesimpulan tentang faktor-faktor yang 





peradilan pidana anak di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sleman, penulis 
memberikan saran sebagai berikut: 
1. Dalam Mengupayakan terciptanya keadilan restoratif yang diamanatkan 
dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan 
Pidana Anak, diversi yang biasanya dilakukan untuk perkara yang 
ancaman hukumannya di bawah 7 Tahun, maka dalam Prakteknya untuk 
perkara yang ancaman hukumannya di atas 7 Tahun juga wajib di 
upayakan dengan adanya diversi. 
2. Dalam melakukan diversi dan menangani perkara anak, Hakim ini wajib 
utnuk mengikuti diklat yang berisikan pembekalan dan pembelajaran 
mengenai diversi dan Sistem Peradilan Pidana Anak dengan lama waktu 
120 jam, dan dalam prakteknya harus diawasi ketat agar Hakim ini dapat 
selalu mengupayakan diversi dan diharapkan di lakukan pelatihan kembali 
dengan tempo waktu 5 Tahun setelah mendapat sertifikasi dengan waktu 
yang lebih singkat dari pada saat akan mendapat sertifikasi dengan 
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